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ABSTRAK 

ANNISBA, NPM. 1405170374. Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama 
Binjai, 2018. Skripsi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui mekanisme 
pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam mencairkan tunggakan 
pajak dan kendala saat melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang 
belum bisa menurunkan angka pencairan tunggakan pada KPP Pratama Binjai. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, data 
penelitian in dikumpulkan  melalui wawancara dan dokumentasi dan teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  dilakukan secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala yang terjadi untuk menurunkan 
tunggakan pajak berasal dari kendala internal yaitu karena ketidak update data 
wajib pajak dan kurangnya jurusita sedangkan kendala internalnya yaitu sikap 
wajib pajak yang tida bertanggung jawa. Penanganan yang dilakukan terhadap 
tingginya angka tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai adalah melakukan 
penagihan surat paksa, penyuluhan dan kerjasama dengan pihak pemerintah dan 
kepolisian.  
 
Kata Kunci: Penagihan pajak, surat paksa, pencairan tunggakan pajak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk mengupayakan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah 

mengenalkan pendekatan perpajakan modern yaitu self assessment system yang 

diatur dalam Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mana self assessment system 

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan kewajiban pajaknya (Jessica Tanuwijaya & Doni Budiono, 

2014).Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam 

negeri dan pajak perdagangan internasional serta dapat dikembang secara optimal 

sesuai kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat (Buddy hendrawan 

,2014).Dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat 

penting dan paling besar dalamm menompang biaya pembangunan (CH. 

Kurniawan & Sumianto, 2015). 

Penerimaan pajak selama ini ternyata belum optimal, dimana banyak 

dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan perpajakannya dengan benar. 

Besarnya penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang diharapkan 

pemerintah dapat meningkat setiap tahunnya, maka Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak 

(Bonifasius H. Tambunan, 2016). Salah satu masalahnya adalah banyaknya 

keenganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak atau penghindaran pajak 
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(tax advoince)  dan ketidakmampuan membayar utang pajak sehingga tunggakan 

pajak menjadi tinggi (Agustinus Paseleng dkk, 2013). Pengaruh pencairan 

tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak menurut Budy Hendrawan dalam 

teori John Hutangol (2007) bahwa pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib 

Pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi 

penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat beresiko untuk berkurangnya 

pendapatan negara yang mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung.  

Tunggakan pajak merupakan besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan 

oleh Wajib Pajak (Ovilya & Norman, 2017). Tunggakan terjadi karena Wajib 

pajak tidak membayar atau belum melunasi secara tepat waktusanksi administrasi 

berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan 

pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan 

putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.Hal inilah yang 

mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 

Putusan Peninjauan Kembali, yang diterbitkan menyebabkan jumlah pajak yang 

masih harus dibayar bertambah dan belum dibayar sepenuhnya oleh wajib pajak.  

Oleh karena itu, perlu dilaksnakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai 

hukum yang memaksa. Dan kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan 

pajak yang bertujuan agar wajib pajak membayar hutangnya (Helsy Amelia 

Saputri : 2015). 
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Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

perpajakannya dengan meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak 

dan kewajiban sehingga tingkat pembayaran pajak juga akan meningkat dan 

menghimpun dana lewat pajak bagi penyelenggaran pemerintah dan kenegaraan 

dapat lebih optimal (Syafrida Hani & M. Rizal Lubis, 2010). Agar hak dan 

kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah 

khusunya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pelayanan 

administrasi, pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan 

perpajakan, melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan 

melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak (Jessica Tanuwijaya & Doni 

Budiono, 2014, hal.2).  

Untuk itu pemerintah Republik Indonesia perlu mengeluarkan Undang-

undang No.19 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang No. 19 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Penagihan Pajak merupakan 

serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual 

barang yang telah disita.Sedangkan pengertian surat paksa telah diatur dalam 

Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa yaitu Surat paksa adalah surat perintah membayar utang 

pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 21 hari setelah 

jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. 
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Selanjutnya penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 

jam sejak tanggal penerbitan surat paksa (Paule Filmone Nalle, 2017). 

Penagihan dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk 

menurunkan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut 

berperan dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk peningkatan 

ekonomi (Suhadak dkk ,2015). Dengan undang-undang pajak yang demikian itu 

diharapkan  dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara 

kepentingan masayarakat wajib pajak dan kepentingan negara (Evans Emanuel 

Sinulingga, 2013). 

Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” 

dalam rangka melakukan Law-Enforcement di bidang perpajakan (Evi Fitri, dkk, 

2013). Dan negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal 

Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindakan penegakan 

hukum meliptui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Selain itu, Surat paksa 

itu mempunyai kekuatan yang eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama 

dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap (Budy Hendrawan, 

2013). 

 Dibawah ini adalah data tunggakan pajak dan penerbitan surat paksa : 

Tabel I.1 
Data tunggakan pajak  dan penerbitan surat paksa dari tahun 2012-2016 

Tahun Tunggakan Surat paksa 
Jumlah Pencairan % pencairan 

2012 129,912,755,002 489 247,364,891 0,19 

2013 124,674,325,953 782 83,156,925 0,07 

2014 160,126,299,776 1,474 586,641,953 0,37 
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2015 136,020,434,350 1,507 285,863,392 0,21 

2016 214,001,459,302 3,000 4,520,182,911 2,11 

(sumber : seksi penagihan dari Kantor Pelayanan Pajak Binjai) 

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya tunggakan pajak dari 2012-2016, namun 

tunggakan pajak terbesar ada di tahun 2016. Kantor Pelayanan Pajak telah 

menerbitkan surat paksa dari tahun 2012-2016, dimana tunggakan pajakdi tahun 

2016 meningkat lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya danpencairan dari 

penerbitan surat paksa tersebut dari tahun 2012-2016 berbeda-beda. Pada KPP 

Pratama Binjai, pencairan tunggakan pajak seharusnya mencapai 30%. Namun 

dari tahun 2012-2015, persentasi pencairan selalu rendah dan hanya di tahun 2016 

persentasi pencairan meningkat sebesar 2,11%. Padahal, melalui surat paksa yang 

disampaikan langsung oleh juru sita kepada penunggak pajak ini bertujuan 

memaksa kepada penunggak pajak, yang diharapkan penunggak pajak membayar 

hutangnya dan proses pencapain tunggakan pajak dapat tercapai (Helsy Amelia 

Saputri : 2015). Faktanya dari tabel di atas, surat paksa tidak mampu menurunkan 

tunggakan pajak padahal surat paksa yang diterbitkan tiap tahun selalu meningkat.  

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan 

penagihan pajak dengan surat paksa karena penagihan pajak dengan penerbitan 

surat paksa yang telah dilakukan semaksimal mungkin tidak juga membuat 

anggka tunggakan pajak menurun, mengetahui hambatan dan upaya yang terjadi 

dalam rangka pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu Surat Paksa merupakan 

salah satu administrasi yang penting dalam melaksanakan penagihan pajak guna 

keberhasilan pemungutan pajak(Bonifasius H.Tambunan, 2016). Untuk itu penulis 

ingin melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai karena 

angka tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
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tidak mengalami penurunan dan mengangakat penelitian yang berjudul “Analisis 

Penagihan Pajak dengan Surat paksa dalam rangka Pencairan Tunggakan 

Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah: 

1. Penerbitan surat paksa dari tahun 2012-2016 selalu meningkat namun 

tidak membuat tunggakan pajak menurun.  

2. Tingkat pencairan melalui surat paksa sangat rendah. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada 

KPP Pratama Binjai dalam rangka pencairan tunggakan pajak? 

2. Apakah kendala yang mempengaruhi penagihan pajak dengan surat paksa 

belum bisa menurunkan angka pencairan tunggakan pajak pada KPP 

Pratama Binjai? 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penagihan pajak dengan 

surat paksa yang dilaksanakan KPP Pratama Binjai dalam 

mencairkan tunggakan pajak. 

b. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi penagihan pajak 

dengan Surat Paksa yangbelum bisa menurunkan angka pencairan 

tunggakan pada KPP Pratama Binjai. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan 

pengetehuan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. 

b. Bagi Peneliti lain 

Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai 

bahan masukan atau rujukan bagi peniliti yang akan melaksanakan 

penelitian yang sejenisnya. 

c. Bagi Petugas Pajak 

Dapat dijadikan pemasukan dalam upaya peningkatan kebijakan 

penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung 

meningkat.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. URAIAN TEORI 

1. Pajak  

a. Pengertian Perpajakan 

Bastari, dkk (2015, hal. 1) menyatakan definisi pajak menurut S. I 
Djajadiningrat adalah sebagai berikut: 

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahakan sebagai dari kekayaan  
ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 
negara secara langsung. 
 

Adapun menurut Bastari, dkk (2015, hal. 1) pengertian pajak yaitu: 
Pajak adalah iuran dari rakyat ke negara dengan tidak menerima 
imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.  
 

Selain itu, menurut Chairil Anwar (2017, hal. 1), pengertian pajak 
adalah: 

Pajak adalah salah satu sumber dana terpenting bagi 
kesinambunngan gerak roda pembangunan nasional yang antara 
lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum 
yang telah kita nikmati bersama.  
 
Sedangkan pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 

Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut: 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada  negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapat  imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Menurut Bastari, dkk (2015, hal.2), berdasarkan definis di atas, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak 

yaitu: 

1. Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara 

kepada warga negara. 

2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang pajak dengan ketentuan 

Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya. 

3. Tanpa ada kontrapestasi langsung dalam pembayaran pajak para 

pembayar tidak memperoleh kontrapestasi atau jasa timbal balik 

secara langsung. 

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk 

membiayai investasi publik. 

 

b. Fungsi Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Menurut 

Bastari, dkk  (2015, hal. 3) ada 4 fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 

b. Fungsi Mengatur (Regulered) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-

tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 
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c. Fungsi Distribusi 

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, 

pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah 

sekitarnya atau kelompoknya, melainkan seluruh masyarakat tanpa 

terkecuali.  

d. Fungsi Demokrasi 

Pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan 

demokrasi dalam suatu Negara. Dalam UUD 1945 dan 

amandemennya pasal 23 ayat 2, bahwa pajak untuk keperluan negara 

digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan 

barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. 

 

c. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Bastari, dkk (2015, hal. 7), 

yaitu: 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

selutuh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun 

luar negeri. 

b. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

pengahasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal wajib pajak. 
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c. Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa mengenakan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. 

 

d. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Bastari, dkk (2015, hal 

8) sebagai berikut: 

a. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak.  

Ciri-cirinya: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self  Assessment System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenag kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

Ciri-cirinya: 

1. Wewenag untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 
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2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ket iga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk  

Ciri-cirinya: 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga (pemberi kerja dan berndaharawan pemerintah).  

 

e. Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Irfan (2012), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memunuhi 

syarat, sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-

Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak 

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak 

pasal 16.  
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2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang -Undang (syarat 

yuridis). 

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik 

Negara maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial) 

Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus 

dapat ditekan sehinggalebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong 

masyarakatuntuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini 

telah dipenuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru. 

 

f. Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Bonifasius H. Tambunan, 2016 hambatan terhadap 

pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Perlawanan pasif  membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. 
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c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 

baik. 

2. Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan penghindaran pajak. 

Bentuknya antara lain: 

a. Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang. 

b. Tax evasion yaitu meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

undang-undang (menggelapkan pajak). 

 

2. Utang Pajak 

a. Timbulnya utang pajak 

Pengertian utang pajak menurut menurut Bastari, dkk (2015, hal. 9) 

adalah sebagai berikut: 

Utang pajak adalah utang pajak yang timbul karena adanya peraturan 

yang mendasarinya dan terjadi karena ada keadaan-keadaan tertentu dan 

dikenakan atas keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan (hal yang 

timbul karena perbuatannya). 

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 75) ada dua ajaran yang mengatur 

timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu: 

1. Ajaran Materil 

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

diberlakukannnya undang-udang perpajakan. Seseorang dikenai pajak 
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karena sesuatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang 

pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assesment system. 

2. Ajaran Formil 

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus(pemerinah). Ajaran 

inikonsisten dengan penerapan official assessment system. 

b. Berakhirnya Utang Pajak 

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 76), utang pajak akan berakhir atau 

terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembayaran 

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan 

surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran 

pajak dapat dilakukam di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau 

Bank Persepsi. 

2. Kompensasi 

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa 

kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat 

dikompensasikan dengan masa/tahun pajak berikutnya maupun 

dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang. 

3. Daluwarsa 

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk 

memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak  maupun fiskus, maka 

diberi batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. 
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4. Penghapusan Utang 

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak 

yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh 

pihak-pihak yang berwenang. 

5. Pembebasan 

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang  semestinya tetapi karena 

tindakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman 

modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka 

waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu. 

 

3. Penagihan Pajak 

a. Pengertian Penagihan Pajak 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor  19 Tahun 1997 

Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan 

penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 
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b. Dasar Penagihan Pajak 

Menurut Paul Filmon Nalle (2017), sesuai Pasal 18 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor  16 Tahun 2009, perubahan keempat atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

bahwa Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar 

penagihan pajak seperti berikut ini: 

1. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan Batau denda. 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Dalam Peraturan Menteri Keuanagan No. 145/PMK.03/2012, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan 

jumlah yang masih harus dibayar. 

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.03/2012, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan. 

4. Surat Keputusan Pembetulan 

Di dalam Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007), Surat Keputusan Pembetulan 

adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan 

hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
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perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan 

Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 

Administrasi. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.  

5. Surat Keputusan Keberatan 

Di dalam Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007) Surat Keputusan Keberatan 

adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

6. Putusan Banding 

Di dalam Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007)Putusan Banding adalah 

putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 

Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Penerbitan Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Penerbitan Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan 

oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena 

ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila 

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung 

dan dilaporkan kedalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak 

benar maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang 

terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus 

diterbitkan berdasarkan nota perhitungan melalui proses pemeriksaan.  

 



19 

 

c. Tindakan Penagihan Pajak 

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka  

tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan 

setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, 

SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak 

yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang 

bersangkutan). Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak SKP, Pembetulan 

Pasal 16 KUP, Keberatan Pasal 25/26 KUP, Pasal 36 (1) a KUP Pasal 36 

(1) b KUP Pasal 36 (1) d KUP mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan 

tidak setuju terhadap pokok pajak tetapi jangka waktu penyampaian 

keberatan telah lewat (3 bulan). Mengajukan permohonan 

pengurangan/pengahapusan sanksi administrasi gugatan ke Pengadilan 

Pajak Peninjauan kembali ke MA Banding ke Pengadilan Pajak Pasal  23 

UU KUP Mengajukan keberatan Mengajukan pembetulan. 

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 219) penagihan pajak dapat 

dikelompokkan menjadi dua (2)  yaitu: 

1. Penagihan pajak pasif 

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, 

SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang 

menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 

30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti 

dengan penagihan pajakk aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat 

teguran. 
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2. Penagihan pajak aktif 

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari Penagihan pajak 

pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam 

arti tidak hanya mengirim SPT atau SKP tetapi akan diikuti dengan 

tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan 

Penagihan pajak aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang 

dimulai dengan penyampain surat teguran, surat paksa, surat perintah 

pelaksanaan penyitaan dan pengumuman lelang.  

 

d. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/KMK.03.2008 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keungan 

Republik Indonesia Nomor 85/KMK.03/2010, tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan 

Seketika dan Sekaligus. Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh 

tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan 

tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Menurut 

Ovilya Rambu Ana Awa & Norman Durma Sitinjak (2017), beberapa 

tahapan dalam penagihan pajak yaitu: 

a. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain 

yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya 

dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. 

b. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 

hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis 
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diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum bisa melunasi 

utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat 

paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam. 

c. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana 

tertuang dalam surat paksa yaitu 2 x 24 jam, maka pejabat dapat 

menerbitkan Surat Perintah Pelaksanakan Penyitaan (SPMP). 

d. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat 

Perintah Pelaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak 

belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah 

tentang pengumuman lelang. 

e. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung 

pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan 

penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang 

Negara. 

 

e.  Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

Penagaihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang 

jelas dan mengikat, sehingga Wajib pajak dan pihak yang terikat dapat 

mematuhinya. Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan 

yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1938  Tentang  Ketentuan Umum  dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16Tahun 2009. 
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor 19 Tahun 2000. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

24/KMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keungan 

Republik Indonesia Nomor 85/KMK.03/2010. 

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika 

dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.  

 

4. Surat Paksa 

a. Pengertian Surat Paksa 

Surat Paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU 

Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah 

membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa berkepala 

kata-kata “Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagiha Pajak dengan Surat Paksa pasal 7 

ayat 2 menjelaskan agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak 

yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan 

hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte 

yaitu putusan pengadilan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.  
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Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa 

bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Dalam 

Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa 

sekurang-kurangnya harus memuat (Juinvi Fain Rondonuwu dkk, 2016) : 

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak. 

2. Dasar penagihan. 

3. Besarnya utang pajak. 

4. Perintah untuk membayar. 

 

b. Ciri-Ciri Surat Paksa 

1. Surat Paksa berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang 

Maha Esa”. 

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti grosse 

dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta 

banding lagi pada Hakim atasan. 

2. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak pusat 

dan paksa daerah yang terdiri dari: 

a. Pajak pusat, 

b. Pajak daerah, 

c. Kenaikan, denda (bukan denda pidana), 

d. Bunga, biaya penagihan. 

3. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Juru 

Sita Pajak Pusat dan Juru Sita Pajak Daerah. 
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c. Sifat Surat paksa 

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 233), sifat Surat Paksa adalah sebagai 

berikut: 

1. Berkekuatann hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam 

perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim 

atasan. 

2. Berkekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewejide). 

3. Mempunyai fungsi ganda yaitu mrnagih pajak dan menagaih bukan 

pajak (biaya-biaya penagihan). 

 

d. Penerbitan Surat Paksa 

Secara teori surat paksa dikeluarkan setelah surat teguran, surat 

peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan pejabat. Menurut 

Bonifasius H.  Tambunan (2016) di dalam pasal 8 UU No. 19 Tahun 2000 

(UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila: 

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis. 

b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika 

dan sekaligus. 

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran 

pajak.  
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e. Pemberitahuan Surat Paksa 

1. Surat Paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 dan Pasal 15 PMK No. 24/ PMK.03/2008 diberitahukan 

oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyebaran Salinan Surat 

Paksa kepada Penanggung Pajak. 

2. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dilaksanakan 

dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Juru Sira Pajak dan dituangkan 

dalam Berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah 

diberitahukan. 

3. Berita acara sekurang-kurangnya berisi hari dan tanggal pemberitahuan 

Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima dan tempat 

pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan 

penanggung pajak. 

 

Menurut Evans Emanuel S (2013) berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU 

Penagihan Pajak) , surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh 

jurusita pajak kepada: 

1. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang 

memungkinkan. 

2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di 

tempat usaha penanggung pajak tidak dapat dijumpai. 

3. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan telah dibagi. 
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Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak) , surat paksa terhadap 

badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada (Evans Emanuel S, 2013) : 

a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penaanggubg jawab, 

pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di 

tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan. 

b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang 

bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang 

sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). Dalam hal Wajib Pajak 

dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim 

pengawas atau Balai Harta peninggalan dan jika Wajib Pajak dinyatakan 

bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang 

atau badan yang dibebani untuk  pemberesan atau likuidasi. Jika tidak 

dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah 

setempat.Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, 

tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa 

dilaksanakan dengan cara menempelkan surat  paksa pada papan 

pengumumaman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan 

melalui media massa, atau cara/lain yang ditetapkann oleh keputusan 

menteri atau keputusan kepala daerah.  

 

6. Tunggakan Pajak 

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak yang terutang yang belum 

dibayarkan oleh Wajib Pajak.  Menurut Ovilya Rambu Ana Awa & Norman 

Durma Sitinjak (2017), tunggakan disebabkan oleh dua hal yaitu: 
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a. Karena pemeriksaan 

Pemeriksaan meliputi: 

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini 

ditebitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh 

ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau 

karena ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. 

2. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan 

pajak dan sanksi administrasi berupa  bunga atau denda bagi wajib 

pajak. 

b. Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban 

Dalam hal ini tunggakan timbul murni karena yang bersangkutan atau 

Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila 

bidang penagihan mendapati adanya tunggakan pajak yang disebabkan 

seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif salah 

satunya melalui surat paksa sebagai sarana untuk menagih pajak kepada 

wajib pajak.  

 

Penelitian Terdahulu 

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merefrensikan penelitian 

terdahulu. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan hasil dari penelitian 

terdahulu: 
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Tabel II.2 
Peneliti Terdahulu 

NO Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Andi 
marduati 
(2012) 

Pengaruh Penagihan 
Pajak Dengan Surat 
Teguran dan Surat Paksa 
Terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Barat 

Surat 
Teguran, 
Surat 
Paksa dan 
Pencairann 
Tunggakan 
pajak.  

Dimana koefisien 
determinasi (R2) 
menunjukkan bahwa 44,3% 
Pencairan tunggakan pajak 
dipengaruhi oleh surat 
teguran & surat paksa yang 
diterbitkan oleh KPP 
Pratama Makassar Barat. 

2 Widhya 
Ningsih 
(2008) 

Analisi Pengaruh Surat 
Teguran, Surat Paksa & 
Penyitaan Monetary 
Asset di Bank Terhadap 
Pencairan Tunggakan 
Pajak. (Kanwil DJP 
Jakarta Barat) 

Surat 
Teguran, 
Surat 
Paksa , 
Monetary 
Asset& 
Pencairann 
Tunggakan 
pajak. 

Tidak terdapat pengaruh 
yang signfikan dari Surat 
Teguran, Surat Paksa & 
Penyitaan Monetary Asset di 
bank disebabkan minimnya 
tingkat pelunasan tunggakan 
oleh WP yang melakukan 
tunggakan pajak.  

3 Pandapotan 
Ritonga 
(2012) 

Pengaruh Penagihan 
Pajak Dengan Surat 
Paksa Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Medan 
Timur 

Surat 
paksa & 
Kepatuhan 
Wajib 
Pajak 

Koefeisen Determinasi  
menunjukkan 41% 
kepatuhan wajib pajak 
dipengaruhi oleh 
penagaihan pajak dengan 
surat paksa dan sisanya 59% 
kepatuhan wajib pajak 
dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang lain. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, keluarnya Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) karena adaketidakbenaran pada data fisik dan Surat Tagihan 

Pajak (STP) disebabkan adanya utang pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang 

tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) 

yang tidak dilaporkan Wajib Pajk dan belum dilunasi oleh wajib pajak setelah 

jatuhtempo.  Dalam pasal 9 ayat 3 UU KUP, SKP dan STP harus dilunasi 



29 

 

dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterbitkan. Jumlah ini akan 

menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum 

melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk 

melaksanakan penagihan pajak. 

Terdapat dalam Pasal 7 (UU No. 19 Tahun 2000) Undang-Undang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa harus memuat nama 

Penanggung pajak, dasar penagihan besarnya utang dan perintah untuk 

membayar. Penagihan pajak ini dilakukan oleh juru sita pajak sebagai 

pelaksana tindakan penagihan pajak. 

Untuk itu, pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat 

lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya 

dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Setelah dikeluarkan surat 

teguran namun penanggung pajak tidak langsung melunasi maka selanjutnya 

surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat 

teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun 

penanggung pajak masih juga belum bisa melunasi utang pajaknya. 

Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang 

No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang 

berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa 

harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.Dan pada pasal 11 Undang-

undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

bahwajangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan 
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untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak 

sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan. 

Dan apabila penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajak dalam 

jangka waktu yang telah ditentukam dan menolak menerima Surat Paksa 

dengan berbagai alasan makan pejabat menerbitkan Surat Perinah 

Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Namun, apabila utang pajak dan biaya 

penagihan pajak tidak juda dilunasi setelah melakukan (SPMP), pejabat 

berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita 

melalui Kantor Lelang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar II.1 Kerangka Berpikir

STP & SKP 

TUNGGAKAN PAJAK 

PENAGIHAN PAJAK 
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SURAT PAKSA 
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LELANG 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif. Deskriptif suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan 

dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga memperoleh informasi dan 

gambaran mengenai tunggakan pajak, proses pelaksanaan penagihan pajak dan 

surat paksa pada KPP Pratama Binjai. 

B. Definisi Operasional Variabel 

Analisis penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan 

tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu dengan 

melakukan analisis apa yang membuat tunggakan pajak terus meningkat, 

bagaimana pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan KPP dengan surat paksa 

sehingga proses pencairan tunggakan pajak dapat menurun dan berjalan dengan 

baik serta upaya yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Binjai.  

Adapun pengertian dari penagihan pajak, surat paksa dan tunggakan pajak yaitu: 

1. Penagihan pajak adalah sekumpulan tindakan menagih utang pajak untuk 

memperoleh pencairan dari penerbitan surat teguran dan apabila 

penananggung pajak tidak melunasi kewajibannya setelah dikeluarkan surat 

teguran maka akan segera diterbitkan surat paksa, dimana pencairan  tersebut 

merupakan realisasi dari hasil pelaksanaan penagihan pajak melalui surat 

paksa untuk mengurangi tunggakan pajak.  
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2. Surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya 

penagihan pajak yang akan disampaikan kepada penanggung pajak dilakukan 

paling lambat setelah jatuh tempo 21 hari setelah surat teguran atau surat 

peringatan lain yang diterbitkan. 

3. Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang ada didalam Surat 

Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya.  

 

C. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

yang beralamat di Jl. Jambi No. 1 Rambung Barat, Binjai Selatan 

(20731), provinsi Sumatera Utara. (www.pajak.go.id/content/kpp-

pratama-binjai).  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan  November 2017 sampai dengan april  

2018, dengan rincian waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/content/kpp
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Gambar III.1 
Rincian waktu penelitian 

 
 
No 

 
Kegiatan 

Novem 
ber 2017 

Desem 
ber 2017 

Januari 
2018 

Februari 
2018 

Maret 
2018 

April 
2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengumpulan Data                         
2 Pengajuan Judul                         
3 Penyusunan Proposal                         
4 Bimbingan Proposal                         
5 Seminar Proposal                         
6 Pengolahan Data                         
7 Penyusunan Skripsi                         
8 Bimbingan Skripsi                         
9 Sidang Meja Hijau                         

 

D. Jenis dan sumber data 

1. Jenis data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini oleh penulis adalah data 

kualitatif dengan mengumpulkan data, menyusun, menginterprestasikan 

dan menaganalisis proses pelaksanaan penagihan pajak yang tidak hanya 

berfokus pada angka penagihan melainkan pada serangkaian proses dan 

kendala atas penagihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang 

penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menjadi dasar pelaskanaan 

tindakan penagihan.  

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli atau pihak pertama. Sumber data berasal dari pendapat subjek 

penelitian baik perorangan, individu maupun kelompok. Sifat dari 
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sumbernya merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

petugas pajak KPP Pratama Binjai. Sumber data primer mengacu pada 

hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Binjai di bagian Seksi 

Penagihan. 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peniliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya 

dapat berupa bukti, catatan atau laporan histori, majalah, artikel yang 

telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan atau yang tidak 

dipublikasikan.  

 

E. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumupulan data, sebagai berikut:  

1.Wawancara, yaitu teknik pengumulan data dengan cara melakukan 

komunikasi atau tanya jawab langsung dengan bagian Seksi Penagihan di 

KPP Pratama Binjai. Berikut kisi-kisi daftar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada petugas pajak bagian Seksi Penagihan di KPP Pratama Binjai: 

Tabel III.2 
Kisi-kisi Wawancara 

 
NO Variabel Unsur Variabel Nomor 

Butir 
Total 

1 Analisis Penagihan 
Pajak Dengan Surat 

Paksa Dalam 
Mencairkan 

Tunggakan Pajak 

Tunggakan Pajak 1,2, 2 

Penagihan Pajak 1,2,3 3 

Surat Paksa 1,2,3,4,5,6,7 7 
 12 
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2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian 

yang telah diperoleh di bagian Seksi Penagihan di KPP Pratama Binjai. 

 

F. Teknik analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Analisis metode deskriptif  adalah suatu metode analisis dimana 

data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga 

diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan 

baik itu tunggakan, penerbitan surat paksa dan pencairan pajak pada KPP 

Pratama Binjai. Adapaun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Melihat dan meganalisis  penyebab adanya tunggakan pajak. 

2. Melakukan analisis terhadap tindakan yang harus dilakukan karena adanya 

tunggakan pajak. 

3. Melakukan analisis terhadap berbagai kendala yang menghambat 

penagihan pajak dengan surat paksa.  

4. Melihat bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Binjai terhadap 

kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat 

paksa.  

5. Membuat kesimpulan dan menjawab rumusan masalah peneltian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Diskripsi Gambaran Umum KPP Pratama Binjai 

Berdasarkan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Binjai dinas, Kantor 

Pelayanan Pajak Binjai (KPP) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Binjai pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentan Organisasi 

dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuanagan Nomor 67/PMK.01/2008. KPP Pratama 

Binjai berlamat di Jl. Jambi, Rambung Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai, 

Sumatera Utara, kode pos 20731, provinsi Sumatera Utara. KPP Pratama 

Binjai memiliki Wilayah Kerja sebagai berikut: 

a. Kabupaten Binjai 

b. Kabupaten Langkat 

KPP Pratama Binjai memliki kegiatan operasional pelayanan di 

bindang perpajakan PPH, PPN dan PPnBM dan pajak tidak langsung 

lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang di 

tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak . KPP Pratama Binjai memiliki 

kegiatan operasional sebagi berikut: 

1. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, 

penggalian potensi dan ekstensifikasi wajib pajak. 
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2. Penatausahaan dan pengecekan SPT masa, seperti pemantauan dan 

penyusuan laporan pembayaran SPT masa PPH, PPN dan PPnBM 

serta pajak tidak langsung lainnya serta berkas wajib pajak. 

3. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, serta 

restitusi PPH, PPN dan PPnBM serta pajak tidak langsung lainnya 

4. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak. 

5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan. 

6. Penyuluhan dan pengawasan konsultasi pajak. 

7. Pengurusan tata usaha dan urusan rumah tangga KPP. 

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan 

pekerjaan antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan 

akktivitas dam fungsi dibatasi.Struktur organisasi yang digunakan KPP 

Pratama Binjai adalah struktur organisasi  lini dan staf, yang dipimpin oleh 

kepala kantor dibawah naungan kantor wilayah DJP Sumatera bagaian Utara, 

dimana seluruh pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia di 

bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.  

Secara umum tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama meliputi: 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, pengamatan potensi, 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek 

pajak serta penilain objek pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 

3. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

4. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

5. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 
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2. Deskripsi Data 

Adapun kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Rangka 

Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Binjai adalah sebagai berikut: 

Tabel I.1 
Data tunggakan pajak  dan penerbitan surat paksa dari tahun 2012-2016 

Tahun Tunggakan Surat paksa 
Jumlah Pencairan % pencairan 

2012 129,912,755,002 489 247,364,891 0,19 
2013 124,674,325,953 782 83,156,925 0,07 

2014 160,126,299,776 1,474 586,641,953 0,37 

2015 136,020,434,350 1,507 285,863,392 0,21 

2016 214,001,459,302 3,000 4,520,182,911 2,11 

(sumber : seksi penagihan dari Kantor Pelayanan Pajak Binjai) 
 

Terlihat pada tabel diatas, tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai 

selalu meningkat. Peningkatan tunggakan pajak ini disebabkan karena 

banyaknya penerbitan STP dan SKP baru. Penerbitan STP dan SKP baru 

hanya dilakukan melalui pos saja. Hal ini karena kurangnya petugas pajak 

seperti jurista sehingga jika hanya melalui pos saja belum tentu STP atau SKP 

yang diterbitkan tersebut, belum tentu sampai langsung kepada penanggung 

pajak. Hal ini bisa terjadi yang salah satunya disebabkan karena penanggung 

pajak sudah pindah rumah atau pindah alamat yang tidak diketahui dimana 

keberadaannya sekarang sehingga menyulitkan petugas pajak dan petugas 

pos.  

Dari tabel diatas, surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Binjai tiap 

tahun selalu meningkat dan dari tabel diatas juga terlihat bahwa pembayaran 

tunggakan pajak juga semakin meningkat namun pelunasan melaui surat 

paksa tidak sebanding sekali dengan jumlah tunggakan dari tahun 2012-2016. 
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Dari tahun 2012-2016 persentasi pencairan dari surat paksa masih sangat 

rendah dan tida ada yang mencapi 30%. Dari hasil wawancara dengan 

Jurusita Pajak pada KPP Pratama Binjai, pencairan dengan surat paksa 

seharusnya mencapai 30%. Faktanya, jumlah tunggakan pajak yang terus 

meningkat, tidak seluruhnya terlunasi dengan penagihan pajak dengan surat 

paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Binjai dimana jumlah surat paksa 

yang diterbitakan sebenarnya tidak sedikit.  

Dari hasil wawancara langsung dengan jurusita pajak di KPP Pratama 

Binjai, beliau mengatakann bahwa hal- hal yang membuat penagihan tidak 

tertagih seluruhnya disebabkan kerana beberapa hal, diantaranya adalah 

bahwa dalam satu surat paksa yang diterbitkan dapat terdiri dari beberapa 

tagihan. Jadi jumlah tunggakan yang dilunasi tersebut jelas berpengaruh 

terhadap hasil pelunasan, jadi dalam satu surat paksa kadang terdapat 

tunggakan yang kecil yang walaupun hanya dilunasi seluruhnya oleh wajib 

pajak hanya akan menambah sedikit jumlah dari pelunasan tunggakan pajak, 

sebaliknya terkadang dalam satu surat paksa terdapat tunggakan yang 

jumlahnya besar, yang apabila dilunasi oleh wajib pajak akan langsung  

menambah jumlah dari pelunasan. Hal lainnya karena wajib pajak yang tidak 

mau, tidak mampu membayar kewajibannya dan tidak ada penghapusan 

piutang pajak.  

Adapun alasan lainnya adalah tidak semua tunggakan pajak dapat 

langsung terlunasi seluruhnya setelah wajib pajak diberikan surat paksa. 

Terkadang ada wajib pajak yang tetap tidak melunasi atau hanya melunasi 

sebagian dari tunggakan yang ditagihkan. Walaupun surat paksa telah 
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diberikan, tetapi tidak dilakukan pelunasan seluruhnya oleh wajib pajak maka 

hasil angka pelunasan tetap saja kecil atau bahkan tidak bertambah. Padahal 

menurut teori yang ada, surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap semestinya dapat bersifat memaksa wajib pajak untuk melakukan 

pelunasan atas tunggakan pajaknya. Oleh karena itu, seharusnya jumlah 

tunggakan pajak yang ada dapat terlunasi seluruhnya setelah wajib pajak 

diberikan surat paksa oleh jurusita.  

 

1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP 

Pratama Binjai dalam rangka pencairan tunggakan pajak. 

Pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Binjai dilakukan sesuai 

dengan  UU No 19 Tahun 2000 yang dilakukan dengan menerbitkan Surat 

Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), 

Pengumuman Lelang hingga Pelaksanaan Lelang. Tindakan penagihan 

tersebut dilakukan oleh jurisita pajak negara sesuai dengan prosedur standar 

yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.  
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Adapun alur dari SOP (Standard Operating Procedures) pada penagihan pajak 

dengan surat paksa adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data dari Surat Teguran yang telah lewat tengat waktu dari 

sistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita 

Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Seksi 

Penagihan.  

2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita 

Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak. 

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa 

kemudian menyampaikan kepada Jurista Pajak. Jurisita Pajak menerima Surat 

Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan 

Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan membacakan isi 

Surat Paksa dan menyerahkan salinan Surat Paksa. Surat paksa yang telah 

diberitahukan harus akan dituangkan dalam berita acara sekurang-kurangnya 

memuat hari dan tanggal diberitahukannya surat paksa, nama jurusita pajak, 

nama yang menerima dan tempat diberitahukannya surat paksa. 

Setelah memberitahukan Surat Paksa, Jurusita Pajak menyusun, 

menandatangani  dan menyerahkan konsep Laporan Pelaksanaan Surat Paksa 

kepada Kepala Seksi Penagihan. 

a. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau pihak lain yaang 

terhadapnya bisa diberitahukan Surat Paksa (sebagaimana diatur dalamm 

ketentuan perpajakan yang berlaku) menolak atau menerima Surat Paksa, 

Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya 
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dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bahwa Penanggung Pajak 

tidak mau menerima Surat Paksa.  

b. Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa atau Wajib Pajak Orang Pribadi 

atau Badan tidak dapat dilaksanakan, misalnya Jurusita Pajak tidak 

menjumpai seorang pun sebagai pihak yang dapat diberikan dan 

diberitahukan Surat Paksa dimaksud, maka salinan Surat Paksa 

disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintahan 

Daerah Setempat. 

c. Dalam hal Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak diketahui tempat 

tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat 

Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada 

papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya dengan 

mengumumkan melalui media masa atau dengan cara lain.  

4. Selanjutnya Jurusita Pajak menuangkan pelaksanaan pemberitahuan Surat 

Paksa tersebut dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan 

menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bersama-sama 

dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.  

5. Jurusita Pajak menyusun, membuat sekaligus menandatangani Laporan 

Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi 

Penagihan. 

6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani kemudian menugaskan 

Jurusita Pajak untuk menatausahakan Surat Paksa, Berita Pemberitahuan 

Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP).  
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7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan 

serta Mengarsipkan LPSP. 

8. Proses selesai. 

Jangka waktu penyelesaian: 

Surat Paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak 

tanggal Surat Teguran disampaikan atau diterbitkan dalam hal: 

1. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan 

Sekaligus , atau 

2. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.  

Jika jurusita telah bertemu langsung dengan penanggung pajak, maka jurusita 

meminta penanggung pajak untuk memperlihatkan surat-surat keterangan pajak 

untuk diteliti seperti: 

a. Apakah tunggakan pajak menurut STP/SKPcocok dengan jumlah tunggakan 

pajak yang tercantum dengan surat paksa. 

b. Apakah ada surat keputusan pembetulan dan keberataan/penghapusan. 

c. Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang 

diperhitungkan.  

Terkait biaya penyampaian surat paksa: 

1. Biaya penyampain meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita pajak. 

Biaya ini dikeluarkan untuk setiap surat paksa yang harus disampaikan oleh 

jurusita pajak kepada penanggung pajak. 

2. Apabila seorang jurusita telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima 
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biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya 

penagihannya telah dilunasi atau belum oleh wajib pajak/penanggung pajak.  

Tetapi itu tidak berarti bahwa jurusita yang bersangkutan setelah menerima 

biaya penagihan, lalu bebas dari tanggung jawab terhadap pencairan piutang 

pajak tersebut.  

Namun pada saat melakukan penagihan pajak, tidak seluruhnya utang 

penanggung pajak dapat tertagih seluruhnya. Hal ini terjadi setelah jurista 

menemukan alamat wajib pajak dan menemui beberapa masalah yang 

membuat jurusita sulit dalam proses penagihannya, seperti: 

1. jurusita menemui alasan mereka melakukan tunggakannya seperti wajib 

pajak belum mengetahui secara jelas tentang sistematis pembayaran atau 

informasi tentang pajakanya. 

2. Saat menagih, juruista pernah dihalang-halangin untuk melakukan 

penyitaan pada badan usaha tertentu dan tidak jarang wajib pajak beritikad 

tidak baik. 

3. Terkadang juruista pada KPP Pratama Binjai menemukan adanya 

perbedaan jumlah tunggakan yang ada pada surat ketetapan pajak dengan 

surat paksa maka jurusita tidak boleh mengubah ataupun mecoret dan 

menambahkan pembetulannya pada surat paksa dan jurusita harus 

mengembalikan surat paksa tersebut kepada kepala bagian penagihan yang 

dilengkapi dengan laporan dan usulan agar dibuatkan surat paksa yang 

baru dengan nomor dan tanggal yang sama serta isi yang sebenarnya.  

4. Beberapa wajib pajak sudah tidak memilik harta benda yang dapat mereka 

gunakan untuk melunasi utang pajaknya.  
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Adapun hal-hal yang mendapat perhatian untuk dilaporkan yaitu: 

1. Pengakuan penyelesain surat keberatan. Hal ini yang menunda 

pengeluaran surat paksa untuk wajib pajak atau penanggunng pajak. 

Mengenai hal ini agar diuraikan secara jelas dan jangan sampai 

melaksanakan penagihan secara paksa sedangkan tunggakannya ternyata 

sudah dikurangi. 

2. Jenis letak dan taksiran harga harga dari objek sita dengan memperlihatkan 

tunggakan pajak dan biaya pelaksanaannya yang mungkin dikeluarkan. 

3. Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya 

dari wajib pajak/penanggung pajak antara lain: kemampuan bayar, itikad 

mau membayar dan pandangannya terhadap penetapan/penagihan pajak 

dan sebagainnya, sehingga jurusita dapat mengajukan usul untuk tindakan 

penagihan selanjutnya. 

Apabila utang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung 

pajak setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada pejabat 

segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang dilaksanakan 

oleh jurusita  dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang 

telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita, dan dapat dipercaya. 

Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan 

pelaksanaan penyitaan. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap penanggung 

pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau 

tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau 

dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.  

Untuk waji pajak/penanggung pajak yang tidak bisa melunasi hutangnya 
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karena bangkrut harus tetap membayar utang pajaknya. Di dalam pelaksanaan 

jurusita dapat menempelkan kertas penyitaan kepada barang yang akan disita, 

biasanya barang  yang akan disita tidak akan dibawa oleh jurisita karena: 

a. Tidak ada tempat penyitaan barang sitaan. 

b. Mengantisipasi terjadinya kerusakan barang sitaan dengan perjalanan. 

Barang dari hasil sita harus sebanding dengan jumlah tunggakan pajak 

yang di tanggung oleh penanggung pajak dan jika tidak sebanding maka 

akan dilakukan penyitaan.  

Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak 

dilunasi oleh penanggung pajak  setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak 

tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman 

lelang dan hal pelaksanaan lelang, jurusita mempertanyakan dulu kepada 

Dinas yang bersangkutan mengenai hal milik barang yang dilelang. Hasil 

lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak 

yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hasil 

lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan 

pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang 

akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta uang kelebihan hasil lelang 

dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak setelah pelaksanaan 

lelang.  
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2. Kendala-kendala pada saat penagiham pajak dengan surat paksa. 

Kendala-kendala dalam pelaksanaann penagihan pajak dengan surat paksa 

pada KPP Pratama Binjai melalui wawancara dengan Jurusita Pajak adalah: 

a. Kendala Internal 

Dalam lingkungan kerja KPP Pratama Binjai, masalah yang dihadapi itu 

ada dari kendala internal, yaitu masalah yang berasal dari dalam KPP Pratama 

Binjai, seperti kurangnya pelaksana jurusita , dimana jumlah penunggak 

pajak yang banyak cukup sulit untuk ditangani dengan jumlah Jurusita Pajak 

yang bertugas dilapangan dan data yang tidak update sehingga alamat wajib 

pajak/penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang. Sehingga 

pelaksana jurusita terkadang salah mengujungi alamat wajib 

pajak/penanggung pajak yang akan diberikan surat paksa. Hal ini 

menyebabkan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak 

maksimal. Akibatnya kesulitan dalam pencapaian targte pelunasan tunggakan 

pajak.  

b. Kendala Eksternal 

Kendala eksternal berasal dari wajib pajak/penanggung pajak yang 

menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak. Adapun kendala 

eksternal dari wajib pajak/penanggung pajak yaitu: 

1. Wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak. 

2. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, 

tempat kedudukannya atau tempat usaha. 
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3. Sikap Wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif, surat paksa 

yang ditolak dan wajib pajak/penanggung pajak keberatan atas 

pelaksanaan surat paksa.  

4. Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif 

karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi. 

5. Wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dan belum atau tidak 

memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih 

mempunyai kewajiban tunggakan pajak. 

6. Wajib pajak yang dilindungi oleh pihak yang berwenang. 

 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka 

mencairkan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai.  

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai dalam 

mencairkan tunggakan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Dengan memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak 

melalui spanduk atau banner, iklan maupun sosialisasi yang 

diharapkan memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk 

melaksanakan  perpajakannya. 

2. Melakukan update data agar kondisi data Kantor Pelayanan Pajak KPP 

Pratama Binjai sesuai dengan ada dilapangan. 

3. Harominisasi aturan perbankan dengan  perpajakan untuk memitigasi 

resiko baik dari sisi perbankan maupun perpajakan  terkait Wajib Pajak 

yang memiliki utang pajak dan utang perbankan pada saat yang sama 



50 

 

sehingga mencegah sita bersama antar pihak bank dan pihak pajak dan  

mendorong Wajib Pajak untuk membayar hutangnya.  

4. Meningkatkan kuantitas Jurusita Pajak dalam melakukan eksekusi 

penagihan pajak. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti 

Kepolisian RI dan Kejaksaan dalam memberikan dukungan 

pengamanan dan aspek legal dalam penagihan pajak aktif. 

6. Petugas melakukan pendekatan persuasif seperti, mengajukan 

permohonan angsuran dalam melunasi hutang pajaknya.  

Dan dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa hasil pelunasan tunggakan 

setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa masih belum dikatakan 

maksimal karena hasil dari pelunasan melalui surat paksa dengan banyaknya 

surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Binjai, tidak seluruhnya 

tunggakan dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak dimana hal ini 

mengakibatkan tunggakann terus bertambah dan menghambat target 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Binjai. 

 

B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP 

Pratama Binjai 

Pada KPP Pratama Binjai, tunggakan pajak selalu meningkat tiap 

tahunnya. Dan setelah melakukan wawancara dengan beberapa petugas pajak 

pada seksi penagihan pengiriman atau penerbitan SKP dan STP pada KPP 

Pratama Binjai hanya melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Namun pada 
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PM.03/2012 

tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak 

pasal 5, bahwa pengiriman SKP atau STP dapat dilakukan dengan: 

a. Secara langsung, 

b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, 

c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat.  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban pajaknya kurang memiliki rasa tanggung jawab dikarenakan 

enggan untuk membayar pajak atau kondisi keuangan yang tidak mendukung 

dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak sehingga 

dilakukan penagihan aktif. Pada saat dilakukan tindakan penagihan aktif, 

wajib pajak dihadapi sanksi-sanksi untuk menciptakan efek jera dan takut 

kepada setiap wajib pajak untuk tidak lalai dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya. Namun menurut  Frima Satria Anjasmara dkk (2017), 

beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan 

tidak dilunasi oleh Penanggung pajak, antara lain: 

 1.   Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak. 

2. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya. 

3. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran 

karena kondisi keuangan yang tidak mungkin dibayarkan sekaligus 

4. Penanggung pajakk mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan 

pajaknya. 

5. Penanggung pajak lalai. 
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Pada KPP Pratama Binjai,  penagihan pajak yang dilakukan selama tahun 

2012-2016 dalam pencairan tunggakan pajak sangat rendah. Dari wawancara 

yang saya lakukan pada KPP Pratama Binjai, pencairan melalui surat paksa 

seharusnya mencapaimencapai 30%. Namun yang terjadi, pencairan pada 

KPP Pratma Binjai tidak mencapai 30%,tetapi pencairan tertinggi ada ditahun 

2016 itupun hanya sebesar 2,11%. Menurut Paul Filmon Naile (2017), proses 

penagihan pajak pada KPP Pratama mencapai target 30% bahkan melebih 

target tersebut dalam pencaian tunggakan pajak. Hal ini terjadi karena wajib 

pajak atau penanggung pajak yang cooperative. Sedangkan pada KPP 

Pratama Binjai masih banyak sikap wajib pajak atau penanggung pajak yang 

tidak cooperative terhadap kewajibannya.  

Untuk wajib pajak yang mengalami kepailitan sangat memungkinkan 

adanya ketidakmampuan dalam melunasi utang pajak yang ada. Menurt 

jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono (2014), suatu kepailitan adalah salah 

satu faktor dari terjadinya penghapusan piutang pajak. Penghapusan piutang 

pajak akan terjadi apabila wajib pajak pailit, dilikuidasi, sudah tidak memiliki 

kekayaan dan wajib pajak tidak dapat ditemukan. Tidak hanya faktor 

ekonomi, lewatnya daluwarsa untuk melakukan penagihan juga merupakan 

alasan dilakukannya penghapusan piutang karena semua faktor tersebut sudah 

jelas bahwa piutang pajak sudah tidak dapat ditagih kembali dan sebelumnya 

sudah dilaksanakan dengan semaksimal mmungkin oleh jurusita pajak yang 

bertugas.  

Dalam wawancara dengan jurusita pada KPP Pratama Binjai dalam 

praktenya ditemukan bahwa penghapusan piutang pajak hampir tidak pernah 
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dilakukan meskipun sudah pernah ada pengajuan dari jurusita. Tetapi tidak 

diketahui apa sebenarnya faktor yang membuat pejabat terkait tidak bersedia 

menjalankan peraturan yan telah terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara 

Pengahapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Pengahapusan. Tidak 

adanya tindak lanjut terhadap pengajuan yang dilakukan oleh jurusita 

membuat jurusita engga mencoba melakukan pengajuan kembali. Sehingga 

yang terjadi tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai melambung cukup 

tinggi yang membuat kinerja jurusita terlihat buruk padahal angka tersebut 

tidak seluruhnya merupakan pajak yang masih bisa ditagih dan memberikan 

kerugian kepada wajib pajak. Tidak adanya kepastian hukum akan piutang 

pajak yang dapat ditagih membuat wajib pajak tidak tenang karena dianggap 

masih memiliki utang pajak.  

 

6. Kendala-kendala pada saat penagihan pajak dengan surat paksa. 

Dari hasil wawancara kepada petugas pajak di seksi penagihan, kendala-

kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP 

Pratama Binjai adalah: 

a.   Kendala Internal 

Dalam lingkungan kerja KPP Pratama Binjai, masalah yang dihadapi itu 

ada dari kendala internal, yaitu masalah yang berasal dari dalam KPP 

Pratama Binjai, seperti kurangnya pelaksana jurusita dan data yang tidak 

update sehingga alamat wajib pajak/penanggung pajak tidak sesuai dengan 

alamat yang sekarang. 
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b. Kendala Eksternal 

Adapun kendala eksternal dari wajib pajak/penanggung pajak yaitu: 

1. Wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak. 

2. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, 

tempat kedudukannya atau tempat usaha. 

3. Sikap Wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif, surat paksa 

yang ditolak dan wajib pajak/penanggung pajak keberatan atas 

pelaksanaan surat paksa.  

4. Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif 

karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi. 

5. Wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dan belum atau tidak 

memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih 

mempunyai kewajiban tunggakan pajak. 

6. Wajib pajak yang dilindungi oleh pihak yang berwenang. 

Namun menurut Frima Satria Anjasmara dkk (2017), kendala pada KPP 

Pratama , kendala internal (petugas pajak) tidak dibahas. Hanya pada kendala 

eksternal atau hanya wajib pajaknya seperti, Wajib pajak yang berusaha 

menghindari pembayaran pajak, sikap wajib pajak yang tidak kooperatif, 

wajib pajak yang telah meninggal dunia dan wajib pajak yang telah 

mengalami kebangkrutan atau pailit. 

Sedangkan menurut Ratna Puspita Sari (2013), kendala internal dalam 

KPP seperti kurangnya jurusita yang membuat penagihan pajak dengan surat 

paksa tidak maksimal. Dan untuk kendala eskternalnya seperti wajib pajak 

yang bangkrut, wajib pajak tidak mau membayar pajak, kerjasama 
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penanggung pajak dengan pihak ketiga dan pengetahuan wajib pajak tentang 

perpajakannya.  

Adapun menurut Budy Hendrawan, ada banyak kendalan internal dalam 

penagihan pajak seperti Tata Usaha Piutang Pajak(TUPP), jurusita maupun 

petugas pajak seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, 

kualitas dan kuantitas jurusita pajak maupun sarana yang disediakan. Seperti 

beberapa kasus petugas pajak diancam dengan golok saat bertugas dalam 

penyampaian surat paksa kepada salah satu wajib pajak. Dan kejadian 

tersebut tidak pernah terjadi pada KPP Pratama Binjai karena pengawasan, 

koordinasi dan kualitas jurusita  pada KPP Pratama binjai cukup baik.  

 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka 

mencairkan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai.  

Dari hasil wawancara kepada petugas pajak di seksi penagihan, upaya-

upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai dalam mencairkan tunggakan 

pajak adalah sebagai berikut: 

1. Dengan memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak melalui 

spanduk atau banner, iklan maupun sosialisasi yang diharapkan 

memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk melaksanakan  

perpajakannya. 

2. Melakukan update data agar kondisi data Kantor Pelayanan Pajak KPP 

Pratama Binjai sesuai dengan ada dilapangan khususnya alamat wajib 

pajak. 
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3. Harmonisasi aturan perbankan dengan  perpajakan untuk memitigasi 

resiko baik dari sisi perbankan maupun perpajakan  terkait Wajib Pajak 

yang memiliki utang pajak dan utang perbankan pada saat yang sama 

sehingga mencegah sita bersama antar pihak bank dan pihak pajak dan  

mendorong Wajib Pajak untuk membayar hutangnya.  

4. Meningkatkan kuantitas Jurusita Pajak dalam melakukan eksekusi 

penagihan pajak. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti 

Kepolisian RI dan Kejaksaan dalam memberikan dukungan pengamanan 

dan aspek legal dalam penagihan pajak aktif. 

6. Petugas melakukan pendekatan persuasif seperti, mengajukan 

permohonan angsuran dalam melunasi hutang pajaknya.  

Menurut Ratna Adang Puspita Sari (2013), 4(empat) upaya yang sama 

yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Binjai, yakni menambah jurusita, 

meng-update alamat wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak instansi 

dan memberikan penyuluhan. 

Sedangkan menurut Paul Filmon Nalle,  hanya ada 1(satu) upaya yang 

sama yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Binjai  yaitu dengan 

penyuluhan kesadaran mengenai pembayaran pajak. Dan lainnya dengan 

melakukan pendekatan kekeluargaan dengan wajib pajak yang memiliki 

utang pajak dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait yaitu orang-orang 

yang mempunyai hubungan dengan dengan wajib pajak yang memiliki utang. 

Dan pendekatan kekeluargaan tersbut belum dilakukan oleh KPP Pratama 

Binjai. 



57 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan, yaitu: 

1. Pelaksanaan penagihan pajak yang sudah terlaksana di KPP Pratama 

Binjai sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur. 

Namun pelaksanaan penagihan pada KPP Pratama Binjai belum dapat 

menurunkan tunggakan pajak. Hal ini terbukti pada tabel I.1 bahwa 

tunggakan pajak di KPP Pratama Binjai terus meningkat, padahal surat 

paksa yang diterbitkan tiap tahun selalu meningkat. Hal ini disebabkan 

karena jumlah wajib pajajk yang bertambah, banyaknya wajib pajak yang 

tidak mampu dan tidak sanggup membayar kewajibannya, wajib pajak 

yang tidak memperdulikan utang pajaknya dan tunggakan pajak tidak 

dapat terlunasi seluruhnya serta tidak ada penghapusan piutang pajak. 

2. Kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak berasal dari faktor internal 

seperti, kurangnya jurusita dan data wajib pajak yang tidak update dan 

faktor eksternalnya seperti alamat wajib pajak yang tidak jelas dan wajib 

pajak yang mengalami kebangkrutan. 

3. Upaya yang telah dilakukan pada KPP Pratama Binjai dengan melakukan 

peyuluhan kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki kesadaran akan 

kewajiban perpajakannya. 
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B. Saran 

 Setelah penulis mengemukakan urain dan menarik kesimpulan dari data yang 

ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa saran, yaitu: 

1. Pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan  Pajak pada KPP 

Pratama Binjai harus lebih ditingkatkan lagi, agar dapat mengurangi 

tunggakan pajak pajak dan untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

2. Hendaknya KPP Pratama lebih menambah jumlah jurusita agar 

penyampaian surat paksa dapat segera terlaksanan dengan cepat dan 

memperbaharui data-data wajib pajak.Lebih meningkatkan penyuluhan 

kepada Wajib Pajak sehingga penanggung pajak menyadari kegunaan 

pajak dan diharapkan dapat membayar pajak tepat waktu, sehingga 

mengurangi tunggakan pajak.KPP Pratama Binjai hendaknya menindak 

tegas Wajib pajak yang tidak mengindahkan paksa yang disampaikan oleh 

KPP dan hendaknya menindak tegas oknum-oknum yang berusaha 

menghalangi proses penagihan yang lainnya sampai penyitaan  sesuai 

dengan Undang-undang yang berlaku.  
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